MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 32.1 /M-DAG/PER/10/2011 TENTANG

KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kode etik
disusun oleh organisasi profesi auditor dengan
mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh
pemerintah;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia telah menetapkan pedoman
perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia melalui
Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern
Pemerintah Indonesia Nomor KEP-063/
AAIPI/DPN/2018;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor



Mengingat

Menetapkan

32.1/M-DAG/PER/10/2011 tentang Kode Etik Auditor

di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 32.1/M-DAG/PER/10/2011 TENTANG KODE ETIK
AUDITOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
32.1/M-DAG/PER/10/2011 tentang Kode Etik Auditor di
Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 981

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan



